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MOTTO 

Tidak ada klien yang punya cukup uang untuk menyuap hati 
nurani saya atau menghentikan ucapan saya melawan yang 

salah, dan ketertindasan hati nurani saya adalah karena saya, 
penciptanya adalah saya sendiri bukan orang lain. Saya tidak 

akan pernah menenggelamkan hak-hak manusia pada 
kejahatan, kesalahan, atau keserakahan keinginan orang lain, 
meskipun keinginan itu datang kepada saya dalam hubungan 

klien dan pengacara. 
 

(Abraham Lincoln) 
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ABSTRAK 

UANG ELEKTRONIK (E-MONEY) SEBAGAI INSTRUMEN PEMBAYARAN 

MENURUT PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2018 

TENTANG UANG ELEKTRONIK 

Dimas Pramono Putra 

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Gresik 

 

Dalam rangka mencegah permasalahan uang elektronik yang sering terjadi 

seharusnya dibuat standarisasi kualitas uang elektronik untuk mencegah terjadinya 

kesalahan ataupun kecurangan dalam transaksi. Para pihak yang terkait dalam 

transaksi elektronik harus mempunyai referensi ketentuan hukum agar dapat 

menjamin hak-hak dan kewajiban masing-masing pihak. Melalui ketentuan 

hukum diharapkan dapat memberdayakan dan melindungi terhadap hak-hak 

konsumen pemegang uang elektronik. “Dalam sistem pembayaran elektronik dan 

diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum para pihak agar kepentingan 

konsumen dilindungi baik secara integratif maupun komprehensif serta dapat 

diterapkan secara langsung di masyarakat”. Penulis mengangkat dua 

permasalahan. yaitu: 1) Bagaimana perlindungan hukum penggunaan uang 

elektronik (e-money) berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 

tentang Uang Elektronik; dan 2) Bagaimana keabsahan uang elektronik sebagai 

instrumen pembayaran menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 

tentang Uang Elektronik. 

Dalam penelitan ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum 

normatif dengan menggunakan tiga metode pendekatan antara lain pendekatan 

perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual 

approach), dan pendekatan komparatif (comparative approach). 

 Hasil Penelitian menunjukkan bahwa penggunaan e-money tidak 

bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. 

Hal ini dikarenakan, e-money bukanlah jenis mata uang baru selain rupiah karena 

nilai atau nominal yang tertera pada e-money masih dalam nilai mata uang rupiah. 

Serta perlindungan konsumen yang diberikan bagi pemegang kartu uang 

elektronik (e-money) dilakukan dengan upaya hukum secara preventif yaitu 

melalui aturan-aturan yang telah ditetapkan, dan melalui perjanjian yang telah 

ditetapkan antara penerbit dan pengguna uang elektronik. Pihak Bank Syariah 

Mandiri memberikan perlindungan konsumen berupa ketentuan saldo dalam kartu 

maksimal Rp.1.000.000 rupiah. Perlindungan konsumen pengguna e-money 

diberikan pula melalui upaya represif yaitu penyelesaian sengketa melalui 

pengadilan maupun alternatif penyelesaian sengketa. 

 

Kata Kunci : Keabsahan; Uang; Elektronik. 
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ABSTRACT 

ELECTRONIC MONEY (E-MONEY) AS A PAYMENT INSTRUMENT 

ACCORDING TO BANK INDONESIA REGULATION NUMBER 20 OF 2018 

CONCERNING ELECTRONIC MONEY 

Dimas Pramono Putra 

Law Study Program, Faculty of Law, University of Gresik 

 

In order to prevent electronic money problems that often occur, 

standardization of the quality of electronic money should be made to prevent 

errors or fraud in transactions. The parties involved in electronic transactions 

must have references to legal provisions in order to guarantee the rights and 

obligations of each party. Through legal provisions, it is expected to empower 

and protect the rights consumer electronic money holders. "In the electronic 

payment system and is expected to increase legal awareness of the parties so that 

consumer interests are protected both integratively and comprehensively and can 

be applied directly in the community". The author raises two issues. namely: 1) 

What is the legal protection for the use of electronic money (e-money) based on 

Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection and Bank Indonesia 

Regulation Number 20 of 2018 concerning Electronic Money; and 2) What is the 

validity of electronic money as a payment instrument according to Bank Indonesia 

Regulation Number 20 of 2018 concerning Electronic Money. 

In this research, the author uses normative legal research methods using 

three approach methods, including the statute approach, conceptual approach, 

and comparative approach. 

The results showed that the use of e-money does not contradict Law Number 

7 of 2011 concerning Currency. This is because, e-money is not a new type of 

currency other than rupiah because the value or nominal listed on e-money is still 

in the value of rupiah currency. As well as consumer protection provided for 

money card holders Electronic (e-money) is carried out with preventive legal 

remedies, namely through established rules, and through agreements that have 

been established between issuers and users of electronic money. Bank Syariah 

Mandiri provides consumer protection in the form of a maximum balance 

provision in the card of Rp.1,000,000 rupiah. Consumer protection of e-money 

users is also provided through repressive efforts, namely dispute resolution 

through the courts and alternative dispute resolution. 

 

Keywords: Validity; Money; Electronic. 
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